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GOWA, tempat kedudukan c;li Jalan Mallomba.san·g. Nomor 

65 Sungguminasa; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suriai;iah, ~.E., jabatan 
Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan, 

' •. 

dan kawan-kawan, berdasarkan SIJ.rat Kuasa Khusus Nomor 

996/SKu-37.06.MP.02.01N/202~. tang'g'a19 Mei 2023; 

Turut Termohon Peninj~µa~ K~mbali; 

Mahkamah Agung tersebut; 

KABUPATEN· . KEPALA KANTOR PERTANAHAN 

Dan 

.•. '· ....... 
···Termohon Peninjauan Kembali; . 

Law an 

ANDI BAU zALOJ:BIN ;ANDI BAU APPO BIN MAPPANYUKKI, 

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angsa I 

Nornor 1. RT 002/RW 001, Kelurahan Pannambungan, 

Kecamatan, Marisa, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta; 
·-:r ,, 

Pemohon Peninjauan Kembali; 
• 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. D~niati, S . .STP., M.H., 
jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerin~h" Kota makassar, 

.'( ...... 
pada kantor Wali Kota Makass~r,. dan kawan-kawan, . 
berdasarkan Surat Kuasa, ·; Khusus Nomor 
181.01 /34/SKIB.HUK/11112023, ta'!ggal 13 Maret 2023; 

' 

Ahmad Yani Namer 2 Makassar; 

tempat kedudukap _ cff Jalan 
I ~·· •· ' .... . . ' 

WALi KOTA MAKASSAR, 

.:. 
memeriksa ·· perkaja 'Tata usaha negara pada peninjauan kembali tela!l 

' 
memutus dalarn perkara: 
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·, Eksepsi Tergugat: 

Gugatan Penggugat error in competention; 

Gugatan Penggugat kedaluwarsaaampau waktu; 

Gugatan Penggugat kabur; 

Gugatan Penggugat prematur; 

5. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowaf 

untuk_ membayar segala biaya yang timbul berkenaan denga,n perkara .ini: 

' . Menimbang, bahwa ternadap gugatan tersebut, . Tergugat dan 

Tergugat 11 lntervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut: 

. 
4. Memerintakan kepada Terg'ligat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Gowa) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat (Andi .. 
Bau Zaidi Bin .Bau .. A,Po Bin Andi Mappanyukki) setelah Penggugat 

memenuhi .permohcnannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh 

peraturanperundang-undangan yang berlaku; .. 

. 
tanggal 20-5-2009, luas 62:678 m2 (enam puluh dua ribu enam ratus 
tujuh puluh delapan meter persegij;• 

' 
62.678 m2 (enam puluh dua ribu enam ratus tuju~ puluh ·delapan meter 

persegi), ata nama Pemerintah Kota Makassar; • · . 

3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Perta~ahan Kabupaten Gowa 
.• ...... 

untuk mencabut/mencoret Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Romang Polong 

tanggal 9-3-2010, Surat Ukur Nomor' . 00798/Romang Polong/2009, 

! ; 
. 2_. M~nyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara 

\ < berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Romang Polong tanggal 9-3-201 o, 
• Surat Ukur Nomor 00798/Romang Polong/2009, tanggal 20-5~2009, luas 

< 

1. M~ngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

<I 
Direktori Putusan Mahkamah'·A'g'ung Republik Indonesia 
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. ' ;_~ ..... ··(: 
Membaca surat-surat y~ng bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang,· bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam · ,gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk •. 
·~ ,. ~ ... 
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. ' J 

undang-undang, oleh karena itu pennohonan peninjauan . kembali tersebut 

secara formal dapat diterima: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang 

diterima tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan ba'gian tidak terpisahkan 

dari Putusan ini, Pemohon Peninja~an. • K~mbali memohon kepada 

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan ~bagai berikut: 
" . 

Menimbang, bahwa sesudah putusan, terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Peninjauan Kembali .pada 'tanggal 29 Maret 2014, 

kemudian terhadapnya of eh Pernohon Peninjauan Kembali diajukan .. 
permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang 

• t . ~ 

' ' diterima di Kepaniteraan Peng~dilan·:rata Usaha Negara Makassar tersebut 
pada tanggal 15 Maret 2023;-' · ·· - 

Menimbang, ~ahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembal.i disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Serita 
I • • 

Acara Sumpah Nomor S?iG.TUN/2011/PTUN.MKS, juncto Nomor 63/B.TUN/ , . ~ ~ .•.. 

2012/PT.TUN.M~S juncto Nomor 498 KfTUN/2012, tanggal 29 Maret 2023; 
; ' 

Menlmb~ng, bahwa pennohonan peninjauan kembali a quo beserta r 
,. - t 

·a.lasa_nnya: telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan_ saksama, 
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dltentukan dalam . , 

P!TUN.MKS, tanggal 17 Januari 2012 kemudian di tingkat banding putusan 
...... .. .~ .. ! •. 

\ -tersebut dikuatkan oleh Pengadilan linggi Tata Usaha Negara Makassar . ..., 
dengan Putusan Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN MKS_, tanggal 18 Juli 2012 

dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan· a!eh Mahkamah Agung 

dengan putusan Namer 498 K/TUN/2012, tanggal'26 Februari 2013; 
- . 

Kompetensi ab~?l4t; r 

M~~imban~. bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan T~l~ ;·; 
Usaha • Negara Makassar dengan Putusan Nomor 37/G.TUN/201 f,. 

t ~ . 

- Gugatan Penggugat sala~ objek; 

- Gugatan Penggi.igattelah kedaluwarsa; 
' 

.. Eksepsi Tergugat II lntervensi: 

putusan.mahkamahagung.go.id 

" .. : 
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Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat 

dikatagorikan sebagai adanya kekhifafan ::Hakim atau adanya kekeliruan 
• .J ~ ;. ~ 

' 1. Menerima atau rnengabulkan permohonan peninjauan kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali (PK); 

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 2013 Nomor 

498 KITUN./2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... 
Makassa~ ~~gga°1''1a Juli 2012 Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN MKS, 

juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17, 

Januarl 2012 Nomor 37/G.TUN/2011/P.TUN; 
3. Menyatakan sah novum berupa putusan Peninjauan Kembali Nemer 868 

(.;: . 
' PK/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap; ·. , 

4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Roll)ang Polong, Surat 

Ukur 00798, luas 62.678 m2 atas nama Pemerintah Kata Makassar; 

5. Memulihkan kembali Sertipikat Hak Pakai •. Nomor 5/Romang Polong, Surat 

Ukur 00798, luas 62.678 m2 atas nama Pernerintah Kata Makassar; 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, ~ 
Termohon Peninjauan Kembali tidak ·mengajukan Kontra Memori Peninjauan 

dan Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori 

Peninjauan Kembali pada- ta~ggal' 11 Mei 2023 yang pada intinya agar 

menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali 

tersebut Mahk~~ah Agung berpendapat: 

- Bahwa tidak ;ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan 

yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang 
I( .. " .. 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana. telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20..,09 dan setelah 

memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang di~e'mukakan oleh 

Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya 

dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar 

perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon ... 

.. 
Direktori Putusan Mahkamah·Agung Republik Indonesia 
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' . " .· 

Pemohon Peninjauan Kembali; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang:Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Un~ang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
, ' ':. ; 

'" •' 

. , 
perrnohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Penii:ijauan 

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus .~itolak; 

Menimbang, bahwa karena perrnohonan peninjauan kembali ditolak, 

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada . - 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,· maka 
.. 

Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Keruglan dan dictum memutuskan angka 8 yaitu Surat Keputusan Kepata 

lnspeksi Agraria Provinsi Sulawesi, .. Selatan Nomor 166/XVll/170/8/1965, 
l 

tanggal 26 September 1965; 

Menlmbang, bahwa ~lasa!'-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, 

karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapal kekhilafan 

Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya; 

Menim~ang; bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan 

Kembali tidak, bersifst menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan 

pertimbangan hGkum dari putusan kasast; 

tersebut mengandung segi kekurangan yuridis, maka berdasarkan asas 

spontan veernieteghing yaitu apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha .. ~ ~ ,...,,,,.· 
Negara m'engetahui bahwa dalam surat keputusannya mengandung segi 

ke.kurangan yuridis maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
tela~- menerbitl<an surat keputusan yang mengandung kekuran~~n ~ridis 

· · tersebut wajib untuk mencabut dan/atau memperbaiki dan/atau 
membatalkan surat keputusannya yang telah diterbitkannya yang 

mengandung kesalahan yuridis tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik .lndonssla Nomor 224 . ' 

yang nyata; 

- Bahwa Tergugat telah mengetahui keadaan tanah yang telah direstribusi 

.. ~ - 

' . 
Direktori Putusan Mahkamah ·Agung Republik Indonesia 
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ttd. 

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. H. Is Sudaryono, S.H., M.H. 

ttd. ttd. 

Ketua Majelis,, 
' ' . 
Anggota Majelis: 

MENGADILI: 

, 1:.'Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon'Penmiauen ' ; 

Kembali WALi KOTA MAKASSAR; . 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar -biaya perkara 

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus 

ribu Rupiah): 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, '. 
S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah'Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan 

oleh Ketua Mahkamah Agung selfaga! Ketua Majelis, bersama-sama dengan 
' ... I - 

H. Is Sudaryono, S.H., M.H., da!l Dr. trfan Fachruddin, S.H., C.N.1 Hakim- 

Hakim Agung sebagai Anggota. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim 

Anggota tersebut, ··dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti 

tanpa diha~iri oleh para pihak. 

. . - 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang- • 
undangan lain yang terkait; 

• ' ".·•I' ' 

Undang Nomor 5 Tahun •2004 dan perubahan kedua dengan Undang- 
.. I '" 1· 

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan. Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

·. 
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.. 
.H. Hendro Puspito. S.H .. M.Hum 

NIP. 19610514 1986121 001 

Untuk salinan ~ 
Mahkamah Agung RI 
atas riama Panitera 

Panitera Muda'Tata Usaha Negara, 

Rp 10.000,00 
Rp 10.000,00 
Rp2.480.000.00 
Rp2.500.000,00 

· Biaya-biaya: 
1. Meterai 
2. Redaksi 
3. Administrasi PK 

Jumlah 

Andi Alika Nuzli, S~H., M.H. 

ttd. 

Panitera Pengganti, 

Dr. lrfan Fachruddin, S.H •• C.N. 
'· . 
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